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A B S T R A K S I 
Penelitian ini berjudul : “pentingnya penataan administrasi pemerintahan terhadap pelayanan 
masyarakat di Distrik Jayapura selatan Kota Jayapura” dengan titik berat pada penataan administrasi 
pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat pda bidang jasa dan barang bagi masyarakat di Distrik 
Jayapura Selatan  
        Untuk mengkaji dan mengetahui dampak dari penatan administrasi pemeintahan tersebut, maka 
penelitian ini menggunakan tipe deskreptif dengan dasar penelitian survey dengan mengambil seluruh 
pegawai dan sebagian masyarakat Distrik Jayapura Selatan sebagai unit analisa dan fokus penelitian, 
untuk memperoleh data, maka penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu melalui 
penyebaran kuisioner kepada responden dengan dipadukan dengan studi lapangan, kepustakaan, serta 
proses observasi terhadap penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Distrik 
Jayapura Selatan Kota Jayapura. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan administrasi pemerintahan dilakukan dengan 
memberi dua penekanan yaitu dari sisi pemerintah dan yang kedua dipadukan dengan masyarakat 
sebagai penerima manfaat langsung dari penataan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh 
pemerintah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Ada dua kata kunci yairu : Pelayan baik dan 
Masyarakat merasa puas.     
 
I. PENDAHULUAN  
 Pertambahan penduduk dengan disertai arus 
urbanisasi ke perkotaan telah menyebabakan beban 
semakain tinggi dibidang pelayanan publik, dimana 
pelayanan publik berhubungan dengan dengan 
bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
pemeirintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, 
dalam konteks pendekatan ekonomi, penyediaan 
kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat karena 
kebutuhan masyarakat akan terus bertumbuh seiring 
dengan tingkat pertumbuhan masyarakat di mana 
maka pemerintah memeiliki tiga fungsi utama, yaitu 
: fungsi  pelayanan, fungsi pembagunan dan fungsi 
pemerintahan umum. Fungsi pelayan, berhubungan 
langsung dengan masyarakat, dimana fungsi 
utamanya memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakt. Fungsi pembnagunan berhubungan 
dengan unit organisasi pemerintahan yang 
menjalankan salah saru bidang tugas tertentu di 
sector pembangunan. Fungsi pemerintahan umum, 
berhubungan dengan rangkaian kegiatan – kegiatan 
organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-
tugas pemerintahan umum. Oleh karena itu, setiap 
penyelenggara pelayanan umum harus didasari atas 
panduan dimana, pelayanan publik dilakukan tidak 
lain yaitu untuk memberikan kepuasan bagi 
pengguna jasa. Karena itu penyelenggaranya secara 
baik niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan.  
Dengan demikian dalam meberikan pelayanan 
publik, instansi peyedia pelayanan publik harus 
memperhatikan asas pelayanan publik dimana asas-
asas pelayanan publik menurut keputusan Menpan : 
63/2003, menetapkan 6 pokok asas pelayanan publik 
yaitu : 
1. Transparansi, bersefat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membuthkan dan 
disediakan secara memadai dan mudah 
dimengerti. 
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap perpegang pada prinsip efisien dan 
efektif. 
4. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti 
membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan staus ekonomi. 
5. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
6. Kesemimbangan hak dan kewajiban, pemberi 
dan penerima pelayanan publik harus memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
  Dengan demikian melatarbelakangi enam asas 
pelayanan publik tersebut, maka tentu dubuat standar 
pelayanan yang baik dimana setiap penyelenggara 
peleyayan publik harus memiliki standar pelayanan, 
sebagai jaminan adanya kepastianbagi pemberi di 
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dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi 
para penerima pelayanan, standar pelayanan 
merupakan ukuran yang dilakukan dalam 
penyelenggara pelayanan publik sebagai pedoman 
yang wajib ditatai dan dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan dan menjadi pedoman bagi 
penerima pelayanan dalam proses pelayanan, 
sehingga tugas pokok pemerintah moderen pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, 
dengan kata lain, ia tidak melayani dirinya sendiri, 
tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setia anggota 
masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
kreatifitasnya demi tercapanya tujuan bersama. 
Idialnay dengan adanya otonomi daerah , kualitas 
pelayanan akan semakin baik, karena regulasi dan 
kebijakan terhadap pelayanan berada di tangan 
pemerintah daerah, penerapan otonomi daearah 
selamam ini masih sebatas sebagai upaya 
meningkatkan pendapatan asli daearah. Dengan 
demikain untuk memperbaikai kondisi masyarakat 
secara nyata dan sistematis melalui perbaikan 
kenerja organisasi dan layanan publik relatif masih 
rendah. Karena tidak sedikit fakta yang 
dipublikasikan media menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan publik belum mengalami peningkatan 
yang signifikan, karena pemerintah daearah sebagai 
penyedia layanan publik senantiasa dituntut 
kemampuannya untuk meningkatkan kulaitas 
pelayanan, maupun menetapkan standar layanan 
yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi 
keslamatan dan kesejateraan rakyat. Kualitas layanan 
juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat 
menikmati layanan sehingga menjaga kualitas 
layanan publik. 
Orientasi pelayanan  prima adalah kepuasan 
masyarakat pengguna layanan. Pembangunan 
pelayanan prima harus mulai dan mewujudkan atau 
meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 
untuk dapat memberi pelayanan yang baik, guna 
mendekati atau melebihi standar pelayanan yang ada. 
Kendala terbatasnya sumber daya manusia, aparatur 
yang berkompeten, yang menjadi tantangan 
bagaimana kompetensi sumber daya manusia 
aparatur yang ada dapat ditingkatkan. Upaya 
peningkatan kualitas layanan publik melalui 
pelayanan prima mengandung makna menutup 
kesenjangan antar presepsi memberi layanan dan 
penggunan layanan, kriteri kualitas layanan meliputi 
mudah, murah dan baik.  
Pelayanan publik dari apartur birokrasi 
sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh fktor 
internal, seperti prilaku kepemimpinan birokrasi, 
rangsangan ynag memadai, kejelasan tugas dan 
prosudur kerja, kejelasan peran dan perlengkapan 
sarana dan prasarana kerja dan sejenisnya. Akan 
tetapi juga karena faktor eksternal, yang antara lain 
berupa norma sosial dan sistem budaya, seprti 
presepsi, sikap nilai-nilai organisasi dan sentimement 
masyarakat terhadap kenerja parat birokrasi. Dengan 
demikian, masalah tanggung jawab publik dan 
pelayanan aparat birokrasi sebenarnya bukan semata- 
mata aparat birokrasi, akan tetapi masalah semua 
pihak yang terlibat dalam urusan pemerintahan.  
Oleh karenaa itu, Dostrik Jayapura Selatan Kota 
Jayapura merupakan salah satu Distrik yang berada 
dibawah pemerintahan Kota Jayapura dalam 
kipranya selalu melaksanakan fungsi pelayanan 
publik kepada masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan tersebut, dimana pemerintah Distrik 
senantiasa sebagai instansi penyedia layanan publik 
yang harus memberikan pelayanan umum kepada 
masyarakat. 
Dimana melihat kepada jumlah penduduk yang 
sangat meningkat dari kelima kelurahan dan dua 
Kampung, diketahui  bahwa Kelurahan Entrop 
dengan jumlah penduduk sebanyak 12.098 jiwa, 
Kelurahan Hamadi dengan jumlah pendudk 
sebanyak 14. 321 jiwa, Kelurahan Ardipura dengan 
jumlah penduduk 13.472 jiwa, Kelurahan Numbai 
dengan jumlah penduduk 14261 jiwa , Kelurahan 
Argapura dengan jumlah penduduk 9.260 jiwa, 
Kampung  Tobati dengan jumlah penduduk 7.627 
jiwa, serta Kampung  Egros 9000 jiwa, dengan total 
jumlah penduduk Distrik Jayapura Selatan Kota 
Jayapura dari 5 Kelurahan dan 2 Kampung tersebut 
sebanyak 60.929 jiwa, sehingga kepadatan penduduk 
Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sebanyak 10 
orang per Km. ini berarti dibutuhkan tenaga/pegawai 
yang cukup utuk melakukan tugas pelayanan kepada 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor 
Distrik Jayapura Selatan berkaitan dengan konteks 
pelayanan prima sebagai wujud nyata dari tugas dan 
tanggung jawab seorang aparat pemerintah. Dimana 
pelayanan umum yang sering dilaksankan adalah : a) 
Pelayanan Administrasi, b) Pelayanan jasa.  
a. Pelayanan Administrasi 
Pelayanan administrasi sebagai dokumen yang 
dibutuhkan oleh publik, yaitu berupa pengesahan 
suart-surat penting, keterangan- keterangan yaitu 
yang berkaitan dengan sifat dan keperluannya berupa 
surat ahli waris dan sebagainya. 
b. Pelayanan Jasa 
Pelayayan jasa berupa persampahan, sanitasi 
lingkungan dan jalan-jalan setapak pada pemukiman 
penduduk serta pelayanan sosial lainnya yang 
dilakukan dengan instasi lain maupun pihak swasta.  
 Dalam pen  anganan pelayanan publik di Distrik 
Jayapura Selatan, lebih banyak dititikberatkan pada 
pelayanan publik, dimanan berupa pelayanan jasa 
dimana berkaitan dengan tingkat kesejateraan 
masyarakat/penduduk secara umum karena Distrik 
Jayapura Selatan merupakan Distrik yang cukup 
padat penduduk, dimana disebut dengan Distrik yang 
memliki penduduk yang hetrogen dimana setiap hari 
pertambahan penduduk yang begitu tinggi 
disebabkan karena terjadi urbanisasi, dimana Kota 
Jayapura merupakan Kota yang terbuka 
mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang 
tinggi dengan demikian penduduk harus ditata 
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dengan baik agar menghindari masalah- masalah 
sosial serta benturan- benturan dalam kelompok 
masyarakat sehingga diharapkan penataan 
administrasi kependudukan yang lebih baik agar 
pelayanan aparat Distrik yang optimal sehingga 
masyarakat menaruh kepercayaan terhadap lembaga 
instansi publik ini dengan baik. Oleh karena itu, 
harus ada perencanaan-perencanaan yang baik, dari 
seorang kepala Distrik khusus Distri Jayapura 
Selatan untuk megatasi segala permasalahan yang 
timbul dalam pelayanan kepada masyarakat.  
Adapun beberapa permasalahan dalam penataan 
administasi pemerintahan terhadap pelayanan 
masyarakat di Distrik Jayapura Selatan Kota 
Jayapura adalah: 
a) Masih dijumpai banyaknya keluhan masyarakat 
tentang pelayanan yang dilakukan di Distrik 
Jayapura Kota Jayapura. 
b) Keterbatasn sumber daya manusia dalam 
menterjemahkan mekanisme dan sistem 
pemerintahan di kantor Distri Jayapura Selatan 
Kota jayapura. 
c) Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan 
jumlah pegawai yang melaksanakan tugas 
pelayanan.  
II. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang 
diungkapkan diatas, maka yang menjadi masalah 
pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ 
adakah hubungan positif yang signifikan antar 
penataan administrasi pemerintahan terhadap 
pelayanan masyarakat di Distrik Jayapura Selatan 
Kota Jayapura” 
III. TUJUAN PENELITIAN   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisa adnya hubungan positif yang signifikan 
antara penataan administrasi pemerintahan terhadap 
pelayanan masyarakat di Distrik Jayapura Selatan 
Kota Jayapura. 
IV. TINJAUAN PUSTAKA  
Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan 
sebagai latarbelakang masalah yang perluh 
dijelaskan dengan beberapa konsep/ terori 
pendudukng dintaranya : 
1. Penegertian penataan 
Kata menata berasa dari kata Jawa kuno 
“tata/nata” dan bahasa Sansekerta yaitu “tahta” ynag 
dapat mengandung arti mengatur, mengurus, 
menyusun dan sebagainya. Dari pengertian tersebut 
diatas maka penataan dirinci sebagai berikut : 
a) Membeuat kebijakan, dalam pengertian ini 
adalah kegiatan untuk menetukan arah dalam 
mecapai tujuan dan menetapkan norma atau 
ketentuan-ketentuan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas masing-masing. 
b) Merencanakan, dalam pengertian melakukan 
kegiatan untuk melihat kedepan, menentukan 
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
kegiatan mencapai tujuan. 
c) Membuat keputusan, dalam pengertian ini 
kegiatan mengambil keputusan dilakukan untuk 
memecahkan suatu masalah atau memutuskan 
sesuatu, sebagai pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan masing-masing komponen dalam 
kelompok. 
d) Mengarahkan, dengan pengarahan ini para 
anggota kelompok tahu kemana harus memberi, 
laporan dan lain sebagainya. 
e) Menyelaraskan, di samping disamping 
pengarahan semua komponan yang terlibat 
dalam kerja sama tersebut perlu diserahkan 
kegiatannya agar komponen-kkomponen dapat 
menghasilkan hasil yang serasi satu sama lain 
dan   dapat selelsai dalam waktu yang serasi 
pula.  
f) Mengawasi, meliputi kegiatan monitor kegiatan 
masing-masing komponenn dalam kelompok 
kerja sama itu, mengamati kegaitan, ketiak 
menemukan penyimpangan diadakan koreksi, 
untuk menjamin agara pelaksanaan tugas sesuai 
dengan rencana. 
   Adapun penataan sendiri wujudnya berupa 
merencanakan kegiatan-kegiatan yang perlu 
dikerjakan, menyusun dan membagi kerja dalam 
urusan yang logis, menetapkan hubungan kerja 
secara hirarkis, mengarahkan dan menyelaraskan 
kegiatan-kegiatan secara harmonis, dan 
mengendalikan berikut menyempurnakan 
pelaksanaan kerja dalam usaha kerja sama 
sekelompok orang untuk mencapai tujuan, Miftah 
Thoa, (1990 : 14) 
2. Pengertian Administrasi 
Kata administrasi berasala dari bahasa latin yaitu 
ad – ministrasi,  yang memiliki ardi suatu kata yang 
berarti melayani, membantu, menunjang atau 
memenuhi, dengan demikian kerja sama adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama 
bantu membantu dan salang mengisih setiap 
kekuarangan dari masing-masing anggota kelompok 
untuk mencapai suatu tujuan atau untuk memenuhi 
suatu kebutuhan dengan pengertian bahwa jika tidak 
melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-
samaitu, tidak akan membuahkan hasil yang 
dikehendaki atau tidak akan timbul akibat yang 
diinginkan.  
Oleh sebab  itu, kata administarsi 
diidentifikasikan adalah seluruh proses pelaksaaan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau 
lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja 
sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan 
sebelumnya, Sosndang P. Siagian (1989 : 9), 
sedangkan menurut Ordway Tead dalam Waldo, 
(1953 : 24), mengatakan administrasi adalah meliputi 
kegiatan-kegiatan individu-individu (eksekutif) 
dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, 
memajukan dan menyediakan fasilitas usaha kerja 
sama sekelompok individu-individu untuk 
merealisasikan tujuan yang ditentukan.  
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Dari konsep dan teori teori tersebut diatas maka 
disimpulkan bahwa administrasi merupakan alat 
untuk mencapai tujuan dengan rasionalitas yang 
dilakukan oleh individu-individu yang bersepakat 
untuk bekrja sama dalam mencapai tujuan, dengan 
berlandaskan ats tiga faktor administasi yaitu 
sekelompok orang, kerja sama dan tujuan.  
a. Sekelompok orang 
Sekelompok orang yang dimaksudkan dalam 
pengertian ini berbeda secara hirarki dengan manusia 
yang sedang berkelompok, sekelompok manusia 
dapat terdiri dari paling sedikit dua orang dan paling 
banyak tidak terbatas, dimana mereka dalam 
kelompok tersebut mempunyai keterikatan, baik 
ynag dilandasi oleh ketentuan formal maupun 
sekedar kesepakatan untuk mempunyai keterikatan 
dalam hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan.  
b. Kerja Sama 
Kerja sama dalam pengertian ini adalah usaha 
dua orang manusia atau lebih yang berdasarkan 
kepentingan atau kemauan bersama iningi mencapai 
sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu ataupun 
menciptakan sesuatu.  
c. Tujuan Tertentu 
Sebagai salah satu faktor administrasi adalah 
suatu tujuan yang akan dicapai berdasarkan adanya 
suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berupa 
kebutuhan matriil, finasial ataupun bercorak 
Yokharia, yang diupayakan dengan kegiatan-
kegiatan nyata agar dapat terpenuhinya kebutuhan 
dimaksusd.  
Dari pengertian administrasi tersebut diatas, ada 
lima unsur deministrasi yaitu : 
a. Kegiatan penataan organisasi (organizing) yang 
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi : 
1) Penyusunan bentuk dan pola usaha kerja 
sama 
2) Menggolong-golongkan kegiatan yang harus 
dijalankan oleh satuan-satuan kerja tertentu 
3) Menentuka tugas orang-orang yang 
tergabung dalam usaha kerja sama itu 
4) Menentukan batas-batas wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing pelaksana  
5) Menetukan hubungan kerja diatara mereka  
b. Kerja Kegiatan Penataan 
Pengolahan/manajemen 
Istila lain yang popular adalah manajemen, 
kegiatan ini merupakan aktivitas menggerakkan 
segenap orang atau mempengaruhi mereka serat 
mengarahkan semua fasilitas yang tersedian 
untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan 
semacam ini dapat berjalan dengan baik, jika 
dilakukan perencanaan, pelaksanaan terencana 
serta pengendalian pelaksanaan agar searah 
dengan rencana. 
c. c. Kegiatan Tata Hubungan 
Kegiatan ini disebut juga administrasi 
komunikasi yaitu proses penyampaian ide, 
pendapat, pemerintah, laporan dan pertanggung 
jawaban dari sumbernya ke alamat tertentu dalam 
suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi. 
d. Kegiata Pengolahan Kepegawaian/Administrasi 
Personil 
Kegiatan ini disebut juga administrasi 
kepegawaian/administrasi personil perincian 
kegiatanya meliputi : Penerimaan, Penerapan, 
Pembimbingan, Peningkatan, dan Pemberhentian 
tenaga kerja manusia dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi 
e. Kegiatan pengelolaan keuangan/administrasi 
keuangan. Kegiatan ini disebut juga administrasi 
keuangan perincian kegiatanya meliputi : mulai 
menentukan pikiran sumber biaya, 
penggunaannya dan pertanggung jawaban secara 
sah dalam rangka mencapai tujuan organisasi.    
Dengan demikian, maka administrasi merupakan 
usaha kerja sama manusia ynag muncul bersamaan 
dengan timbulnya peradaban manusia melalui 
kemmpuan untuk menggunakan pikiran sehingga 
melahirkan cipta, karsa dan rasa. Pengembangan 
cipta, karsa dan rasa memungkinkan manusia dapat 
bekerja sama yang merupakan tujuan 
memperhatikan ketiga pegertian tersebut diatas 
maka pengertian administrasi mengandung 
pengertian yang luas dan sempit.  
Menurut Muchtas Afandy (1982 : 45) 
menyatakan bahwa pemrintah merupakan 
pengejawatan yang konkrit  dari Negra yang terdiri 
dari badan-badan dan orang-orang yang 
melaksanakan tujuan-tujuan negara. 
Administrasi adalah suatu proses yang pada 
umunya ada pada setiap usaha kelompok, baik 
pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun 
militer, baik ukuran besar mapun ukuran kecil, 
Leonard B Wath (1955 : 21) sedangkan menurut 
Sondang SP (1987 : 46) menyatakan bahwa, tidak 
ada suatu hal untuk abad moderen ini yang  lebih 
penting dari administrasi, kelangsungan hidup 
pemerintahan yang beradab dan malahan 
kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan 
tergantung atas kemampuan untuk membina dan 
mengembangkan suatu administrasi yang mampu 
memecahkan masalah-masalah moderen.  
Administrasi dalam nasional bulding, masalah 
administrasi ledersip administrasi secara ringkas 
dimaksudkan di sisi kemapuan (ability) 
melaksanakan tujuan-tujuan tertentu secara efektif, 
efisien, ekonomis dan dengan menerima pimpinan 
pada faktor-faktor manusia, uang, benda dan waktu 
yang tersedia, perlu sekali ditegaskan bahwa 
kemampuan administrasi bukanlah terbatas pada 
kemapuan tulis menulis (mencatat) ringkasan 
dikantor sebagai kerja sorang Sekretaris pribadi 
atau agendaris, melainkan kemapuan kerja pada 
pelbagai lapangan, fungsi dan tingkat hirarkis 
dalam organisasi.  
3. Pengertian Pemerintahan    
Pemerintahan adalah badan atau lembaga yang 
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya 
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mencapai tujuan negara, setelah ditambah akhiran 
“an” menjadi pemerintahan. Pengertian tersebut 
akan berbeda dan maknanya berubah, kalau 
pemerintah adalah “lembaganya” sedangkan 
pemerintahan adalah pelaksanaan dari lembaga 
tersebut, yaitu “pejabatnya” atau “pelaksana” dan 
sering disebut “aparatur” yang melaksankan 
pemerintahan, makna dari pengertian diatas adalah : 
Pertama, adanya pejabat pelaksana kekuasaan 
negara. Kedua, melaksanakan wewenag yang 
diberikan kepadanya. Ketiga, adaya upaya 
mewujudkan tujuan negara dalam rangka 
meningkatkan kesejateraan rakyatnya karena itu 
pemahaman tetang pemerintahan dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
a. Pemerintahan merupakan gabungan penguasa 
lembaga negara yang meliputi, eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. 
b. Pemerintah adalah pelaksanaan kekuasaan 
negara seperti perdanan menteri, preeiden, dan 
raja. 
c. Pemerintahan yang didalamnya terdapat kepala 
negara atau kepala pemerintahan yaitu Presiden 
dan Perdana Mentri, dibantu para Menteri dalam 
kabinet dan pejabat-pejabat dibawahnya seperti 
Direktur Jenderal, Deputi dan lain-lainya.  
Pemerintah adalah sekelompok orang yang 
diberikan suatu kekuasaan legal oleh masyarakat 
setempat untuk melaksanakan  pengaturan atas 
interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat 
(baik antara individu dengan individu, individu 
dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah 
dengan swasta, pihak swasta dengan individu). Oleh 
karena itu, Lemaire (1970 : 36) membagi 
pemerintah kedalam lima fungsi atau yang disebut 
panca praja yaitu : 
a. Fungsi Bestuurzorg : melaksanakan 
kesejateraan umum 
b. Fungsi Bestur : menjalankan undang-undang 
c. Fungngsi kepolisian 
d. Fungsi mengendali 
e. Fungsi membuat peraturan 
Doner (1954 : 56) dalam Nederland bestuurecht 
membagi usaha itu kedala dua lapangan, yaitu 
lapangan menentukan tujuan atau tugas serta 
lapangan yang merealisasikan tujuan dan tugas 
yang telah ditentukan, sedangkan menurut Litrech 
(1959 : 142) mengatakan pemerintah adalah 
gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa 
memerintah ialah pemerintah secara luas yaitu 
semua badan kenegaraan yang bertugas 
menyelenggarakan pemerintahan. Dan menurut C . 
F. Strong (1963 : 17) mengatakan bahwa 
pemerintahan dalam arti luas mempunyai 
kewenangan untuk memelihara kedamean dan 
keamanan ke dalam maupun keluar. Karena itu 
pemerintah berati upaya atau kegiatan yang 
dilakukan oleh penrintah berupa penerapan 
kewenangan dalam bentuk penataan, pengaturan, 
pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat 
baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik 
dan kamtibmas. Oleh karena itu terdapat tiga 
manifestasi pelaksanaan tugas pemerintahan yaitu : 
1) Pelaksanaan pelayanan yang merupakan upaya 
memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam menggunakan hak dan kewajibannya. 
Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan 
pemerintah melalui penyediaan fasilitas 
pelayanan, penyiapan sumber daya manusia, 
untuk memberikan pelayanan, dan penyiapan 
prosudur dan mekanisme pelayanan. 
2) Pelaksanaan pembangunan yang merupakan 
upaya pemerintah untuk mengadakan 
perubahan dan pembaharuan secara sitematis, 
terencana, terus menerus guna mewujudkan 
kehidupan yang lebih sejatera dari masyarakat. 
3) Pelaksanaan kamtibmas dan perlindungan yang 
merupakan upaya menciptakan kondisi yang 
tertib dan aman sehingga masyarakat dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan 
baik. 
3. Pengertian Pelayanan 
Teori administrasi negara mengajarkan bahwa 
pemerintah negara pada hakekatnya 
menyelenggarakan dua fungsi utama   yaitu fungsi 
pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi 
pengaturan dikaitkan hakekat negara moderen 
dengan negara hukum (legalb state), sedang fungsi 
pelayanan dikaitkan dengan negara sebagai negara 
kesejateraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan 
dan fungsi pelayanan dengan kehidupan dan 
penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, 
dan pelaksanaannya dipercayakan  
Kepercayaan kepada  pemerintah tertentu yang 
secara fungsional bertanggung jawab atas bidang – 
bidang tertentu dari dua fungsi dimaksud.  
Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu 
adalah pengendalian dan penyamaan. Dari seorang 
administrator diharapkan tercermin sifat-sifat 
memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada 
kepentingan umum dengan memberikan 
pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. 
Administrator lebih menekankan kepada 
mendahulukan kepentingan masyarakat dan 
memberikan servce kepada mereka. Ketimbang 
kepentingan sendiri. Thoha (1991 : 176).  
Paradikma kebijakan publik di era otonomi 
daerah yang berorientasi kepada kepuasan 
pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya 
perubahan pola pikir aparatur pemerintah daearah, 
didalam menyikapi perubahan dan/ atau pergeseran 
paradikma pemerintah daerah yang lebih 
berorientasi pelayanan. Penyelenggaraan 
pemerintahan daearah yang semula didasarkan pada 
paradikma rule govermment yang mengedepankan 
prosudur perubahan dan bergeser menjadi 
paradikma good govermance yang mengedepankan 
kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, 
kesetaraan dan kepastian hukum.    
V. METODE PENELITIAN  
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Mengacu pada pada perumusan masalah dan 
tujuan penlitian sebagaimana telah dikemukakan, 
maka jenis penelitian yang dipakai yaitu 
Kuantitatif. Metode ini diperlukan dalam 
menghubungkan data –data yang diperoleh dengan 
teori – teori yang relevan atau mempunyai 
hubungan dengan penelitian ini. Tipe penelitian 
kualitataif yaitu memberikan penilaian mengenai 
dampak pemetaan administrasi pemerintahan 
terhadap pelayanan masyarakat di Distrik Jayapura 
Selatan Kota Jayapura. Penelitian ini bermaksud 
mencari hubungan sebab akibat dan juga 
memahami makna dari apa yang diteliti Tuloli 
(1994 : 8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 
disebut pula penelitian naturalitic (naturalitic 
research), karena datanya didasarkan pada peristiwa 
– peristiwa yang terjadi secara alamiah (natural 
setting). Dilakukan dalam situasi wajar 
sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan 
sengaja. 
Dasar penelitian yang dipakai adalah observasi, 
wawancara, dan kuesioner dimana mengadakan 
penyelidikan untuk fakta – fakta dari gejala yang 
dan mencari keterangan – keterangan yang faktual 
mengenai dampak penataan administrasi 
pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat di 
Distri Jayapura Selatan Kota Jayapura. 
1. Ruang Lingkup  
 Dengan melihat luasnya judul penelitian 
tersebut diatas, maka penulis akan membatasi pada 
beberapa aspek pokok yang dianggap sanagt 
berkaitan dengan masalah penelitian tersebut yaitu 
pentingnya penataan administrasi pemerintahan 
terhadap pelayanan masyarakat di Distrik Jayapura 
Selatan Kota Jayapura. 
2. Lokasi Penilitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Distri 
Jayapura Selatan Kota Jayapura. Terpilihnya Kantor 
Distrik Jayapura Selatan tersebut sebagai lokasi 
penelitian bukan merupakan suatu kebetualan, 
tetapi dengan beberapa kenyataan pelayan yang 
dilakukan masih banyak keluhan masyarakat tetang 
proses pelayanan yang diterima masyarakat. 
3. Variabel Penelitian  
a. Devenisi Konsep  
Masri Singarimbun dan Sofyan Efendy (2006 : 
41) memgatakan agar konsep – konsep dapat diteliti 
secara empiris, mereka harus dioprasionalkan 
dengan merubahnaya menjadi variabel, yang 
beranri sesuatu yang mepunyai variasi nilai dengan 
cara memilih dimensi tertentu konsep yang 
mempunyai variasi nilai. 
Dalam penilisan ini yang dijadikan variabel 
adalah sebagai berikut : 
1. Variabel  “X” yautu pentingnya penataan 
administrasi pemerintahan adalah variabel 
bebas dengan indikatornya adalah : 1). 
Perencanaan kegiatan, 2). Pelaksanaan 
kegiatan, 3). Sumber daya aparat, 4). Aturan.  
2. Variabel “Y” yaitu pelayanan masyarakat 
adalah variabel terikat dengan indikator adalah : 
1). Ketepatan waktu, 2). Kemudahan dan 
keterjangkauan, 4). Keterbukaan, 4). Tingkat 
kepuasan.  
VI. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN  
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai negeri sipil yang ada pada Kantor Distri 
Jayapura Selatan yaitu berjumlah 31 orang sebagai 
pemberi layanan terhadap keseluruhan  jumlah 
penduduk Distrik Jayapura Selatan yaitu sebanyak 
60.929 jiwa`. 
2. Sampel Penelitian  
Sampel adalah bagian - bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi Winarno 
Surakhmad (1997 : 120), menyatakan bahwa 
“Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi 
dengan mempergunakan cara – cara tertentu” dan 
dia juga menekankan bahwa “Masalah penarikan 
ditiadakan sama sekali dengan memasukkan 
populasi sebagai sampel yakni seluruh populasi itu 
diketahui”. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto (1998 : 
25) menagtakan Bahwa “Untuk sekedar ancer-ancer 
maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 
diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi. Selanjutnya jika 
jumla/subjeknya dapat diambil antara 10 – 15 % 
atau 20 – 25 % atau lebih.  
Dengan demikian, maka rancangan pengambilan 
sampela dalam peneilitian ini adalah sampel total, 
karena semua populasi menjadi sampel penelitian 
yaitu sebanyak 48 orang.  
VII. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik pengumpulan data yang digunakan daam 
menjaring data atau informasi yang menyangkut 
masalah yang ditelti, meliputi : (1). Observasi, (2). 
Wawancara, dan (3). Kuesioner.  
VIII. HASI PENELITIAN  
    Pada bagian ini penulis menguraikan tentang 
hasil penlitian yang berkaitan dengan dua variabel 
penelitian, yautu variabel indpenden yang terdiri 
dari “Penataan adiminstrasi pemerintahan” dan 
variabel dependen, yaitu “Pelayanan masyarakat” 
dimana diperoleh data lewat jawaban responden 
serta berbagai sumber tentang  kedua variabel 
tersebut. 
1. Penyajian Data 
a. Variabel Penataan Administrasi Pemerintahan  
 Pada dasarnya administrasi merupakan hal yang 
sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi, 
sebagai unsur utama karena pemerintahan yang baik 
dan bersih maka diperlukan alat ukur sebagai 
keberhasilan terhadap program-program kerja yang 
telah dibuat dalam bentuk perencanaan, guna 
pencapaian tujuan-tujuan tersebut diperlukan 
aturan-aturan sebagai landasan, dimana lewat 
undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Otonomi 
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Daerah, maka disitupun diberi ruang  untuk 
mengatur dan menata sistem pemerintahahan di 
atasnya, untuk melakukan berbagai upaya 
pelayanan kepada masyarakat di tingkat distrik, 
karena suatu pelayanan yang baik dibutuhkan 
administrasi yang baik pula demi untuk 
mempermudah kegiatan pelayanan bagi masyarakat 
dan mempercepat pelayanan sebagai perwujudan 
lembaga pelayanan dalam menjalankan visi dan 
misinya, dimana distrik merupakan organisasi 
pelayanan publik dituntut merealisasikan keperluan-
keperluan masyarakat yang ada dalam wilayah 
kerjanya. Maka dituntut agar peran seorang kepala 
distrik yang memiliki kemampuan dalam menata 
seluruh kegiatan organisasi yang dipimpinya.  
 Karena penataan administrasi dengan baik maka 
akan membawah dampak dalam pengambilan 
keputusan perumusan kebijakan, dan pengendalian 
untuk mencapai tujuan. Secara implisit, dibutuhkan 
manajemen termasuk tugas administrasi untuk itu 
perlu adanya publik untuk membuat perubahan 
dalam struktur dan prosudur administrasi yang 
menjadi sejalan dengan harapan nilai keinginan dan 
lingkungan sosial dan politik. Ini adalah sebuah 
proses membuat perubahan dalam organisasi, 
karena semuanya itu dibutuhkan sumber daya yang 
bernilai dalam suatu organisasi adalah stag. Karena 
staf bertuga melaksanakan dan mengkoordinasi 
tugas-tugas, mengorganisasi input dan 
memproduksi output tanpa sumber daya manusia 
tidak akan ada organisasi, jadi tidak mengherankan 
kalau sumber daya manusia menjadi perhatian yang 
serius untuk menciptakan efisien dan efektif di 
dalam organisasi.   
1.1. Perencanaan Kegiatan  
 Kegiatan yang dimaksud disini adalah tentang 
penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pemerintahan 
di dalam pelayanan bagi masyarakat bai pelayanan 
jasa maupun pelayanan barang, gunan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat akan jasa mapun barang 
yang membawah dampak terhadap tingkat 
kesejateraan dan tingkat social dari masyarakat 
yang ada pada lingkup Distrik Jayapura Selatan 
karena dengan perencaan yang baik akan dapat 
menghasilkan keputusan yang berkualitas. 
Untuk melihat hasil data penelitian tentang 
perencanaan kegiatan penataan administasi 
ppemerintahan dapat dilihat pada table berikut di 
bawah ini : 
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   Pada table 1 menunjukan bahwa sebagian 
besar responden setuju tentang penataan 
administrasi pemerintahan yaitu sebanyak 20 
responden (41 %), bahkan sebanyak 9 responden 
(18 %) responden menyatakan sangat setuju 
penataan administrasi pemerintahan sedangkan 
sebanyak 12 responden (25 %) juga menyatakan 
kurang setuju dan ada 7 responden yang 
menyatakan tidak setuju terhadap penataan 
administrasi emerintahan. Dengan demikian berarti 
bahwa sebagian besar responden setuju terhadap 
perencanaan kegiatan penataan administrasi 
pemerintahan. Hal ini terbukti dengan adanya 
kemauan masyarakat agar adanya proaktif 
masyarakat distrik untuk melaksanakan 
perencanaan pada dimensi perencanaan kegiatan 
penataan adiministrasi pemerintahan. 
1.2 pelaksanaan Kegiatan 
 Pelaksanaan kegiatan disini adalah keterlibatan 
aparat distrik dalam proses penataan administrasi 
pemerintahan tersebut, dalam hal ini dilihat 
bagaimana keaktifan pegawai dalam memberikan 
tanggapan terhadapa pelasanaan kegiatan, 
pemahaman terhadap penataan administrasi 
pemernintahan dan juga terhadap keseriusan 
pelaksanaan kegiatan penataan administrasi 
pemerintahan tersebut, dan bagaimana keaktifan 
atau partisipasi pegawai dalam proses pelayanan 
yang dilaksanakan di Distrik Jayapura Selatan. 
Untuk melihat data penelitian tentang sejauhmana 
partisipasi responden dalam penataan administrasi 
pemerintahan dapat dilihat pada table dibawah ini : 
Table 2 Keadaan Responden Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan 
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         Dari data table 2 tersebut di atas  
menunjukkan bahwa sebagian besar responden  
setuju dalam pelaksanaan kegiatan penataan 
administrasi pemerintahan dimana sebanyak 24 
responden (50 %), dan 8 responden (16 %) 
mengatakan sangat setuju, sedangkan 10 responden 
(20 %) menyatakan kurang setuju, kemudian 6 
responden (14 %) menyatakan tidak setuju.  Dengan 
demikian berate bahwa pegawai dan masyarakat 
menginginkan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
berjalan dengan baik. Hal tersebut ditujukan dengan 
adanya partisipasi yang aktif dalam melaksanakan 
segala program penataan administrasi sepert 
tersebut di atas. 
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1.2. Sumber Daya Aparat  
  Sumber daya aparat adalah pegaewai yang 
bekerja untuk melakukan pelayanan, dimana dia 
merupakan pelaksanaan kegitaan. Untuk itu 
diperlukan kecalkapan dan ketelitian serta 
kemampuan dalam mensikapi kebutuhan 
masyarakat pada waktu-waktu tertentu volume 
pelayanan itu semakin banyak, ini yang 
diharapkan pelayanan itu semakin banyak, ini 
yang diharapkan untuk meyelesaikan kegiatan 
pelayanan baik pelayanan jasa maupunpelayanan 
barang. Dan utuk melihat hasil data penelitian 
tentang jawaban responden mengenai sumber daya 
manusia dapat dilihat pada table di bawah ini : 
Table 3 Keadaan Responden Tentang 
Sumber Daya Manusia 
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Tabel 3 tersebut di atas menggambarkan bahwa 
jawaban responden tentang sumber daya manusia, 
dimana penataan administrasi yang baik di distrik 
dimana sebanyak 22 responden (48 %), menyatakan 
setuju terhadap sumber daya manusia,  dan 9 
responden (18 %) mengatakan sangat setuju dalam 
keikut sertaan sumber daya manusia, sedangkan 
responden yang menyatakan kurang setuju 
sebanyak 11 responden (22 %), kemudian 
responden yang menyatakan tidak setuju 6 
responden (12 %).   Dengan demikian berarti bahwa 
responden juga memiliki kemampuan untuk 
melakukan perbaikan terhadap sumber daya 
manusia, agar proses penataan administrasi 
pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan 
tanggung jawab pegawai benar – benar sesuai 
dengan focus yang telah diatur sesuai dengan 
tingkat penempatan.  
Aturan     Aturan yang dimaksud disini adalah 
berkaitan dengan prosudur – prosudur dan kaidah – 
kaidah dalam penataan administrasi pemerintahan 
dimana agar pelayanan yag dilakukan tepat sasaran, 
tepat wakutu dan biaya yang murah agar tidak 
menimbulkan masalah – masalah baru terhadap 
system pelayanan, sehingga diharapkan aparatur 
distrik harus mengetahui mekanisme pelaksanaan 
pelayanan yang harus dilakukan terhadap 
masyarakat.  Dan utuk mengetahui hasil data 
penelitian tentang aturan terhadap pelaksanaan 
penataan administrasi pemerintahan untuk 
pelayanan tersebut dapat dilihat pada table tersebut 
dibawah ini :
Table 4 Jawaban Responden Tentang 
Aturan 
No Jawaban Responden F % 
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Berdasarkan table 4 diatas menunjukkan bahwa 
responden yang paling banyak menjawab setuju 
adalah 24 responden (50 %), kemudian ynag 
menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden (19 
%), dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 
10 responden (20 %), serta responden yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 5 respinde (11 
%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
responden yang sangat mengharapkan penataan 
administrasi pemerintahan di tingkat Distrik 
Jayapura Selatan sudah cukup baik dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.   
Penjelasan table-tabel tersebut diatas adalah 
merupakan penjelasan dari masing-masing dimensi 
dari variable pentingnya penataan administrasi 
pemerintahan, sehingga dari penjelasan tersebut 
belum dapat diketahui hasil pengolahan data secara 
kualitatif dari variable pentingnya penataan 
administrasi pemerintahan tersebut untuk itu gunan 
mengetahui hasil pengolahan data secara komulatif 
dari keempat dimensi yang ada pada variable 
penataan administrasi pemerintahan tersebut dapat 
dilihat seperti pada tabel berikut ini:  
Table 5 Komulasi Presentase Jawaban Responden Variabel Penataan 
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Data pada table komulatif dari keempat dimensi 
variable penataan administrasi pemerintahan 
tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
responden menjatakan setuju agar penataan 
administrasi pemerintahan harus lebih baik dimana 
sebanyak 20 responden (41 %) menyatakan setuju 
dan sebanyak 9 responden (18 %) menyatakan 
sangat setuju sedangkan sebanyak 12 responden (25 
%) menyatakan kurang setuju, dam sebanyak 7 
responden (16 %) menyatakan tidak setuju.  
Variabel Pelayanan Masyarakat Pelayanan 
masyarakat adalah merupakan variable terikat yang 
ditimbulkan dari adanya variable bebas tersebut, 
yaitu penataan administrasi pemerintahan sehingga 
tingkat kehidupan masyarakat teratur dan taat 
kepada aturan-aturan baik menyangkut kebersihan 
maupun kependudukan serta meningkatnya derajat 
masyarakat dalam segi status sebagai seorang warga 
Negara yang taat asas, terhadap peratura 
kependudukan yang mana memiliki status yang 
jelas agar tiak dikategorikan sebagai penduduk liar 
di dalam suatu wilayah.    Untuk menggali tentang 
pelayanan masyarakat di Distri Jayapura Selatan 
tersebut, penulis mengumpulkan dan mengolah data 
tentang pelayanan di beberapa sector, seperti 
sampah yang masih menumpuk di beberapa lokasi 
pemukiman yang sulit dijangkau dengantruk 
pengankut sampah yang dilakukan oleh dinas 
kebersihanserta pembuatan jalan setapak yang 
menghubungkan satu lokasi pemukiman dengan 
pemukiman yang lain dan sanitasi sebagai sarana 
pembuangan limba penduduk serta sebagai 
penampung saluran air agar tidak terjadi banjir pada 
saat musim hujan, dari bnetuk pelayanan yang 
diperoleh tersebut, penulis dapat menganalisa dalam 
berbagai keperluan seperti rasa kepuasan dari 
masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh 
yaitu berupa lingkunggan yang sehat dan tingkat 
kesejateraan masyarakat baik serta keaman dalam 
masyarakat terjamin sehingga kualitas penduduk 
semakin baik.  
Berdasarkan data yang terkumpul dari jawaban 
responden tentang pelayanan masyarakat yang 
meliputi dimensi surat-surat rekomendasi yang 
diperlukan dapat digambarkan pada uraian hasil 
penelitian dari masing-masing dimensi seperti 
tersebut dibawah ini :  
1.1. Ketepatan Waktu  
Ketepatan waktu adalah hal disiplin yang diatur 
secara baik guna merealisasikan kegiatan-kegiatan 
organisasi, dimensi ketepatan waktu yang 
dimaksudkan dalam variable pelayanan masyarakat 
di Distrik Jayapura Selatan adalah ketepatan waktu 
pelayanan agar tidak membuat masyarakat merasa 
jenuh pada saat masyarakat membutuhkan 
pelayanan tersebut pada saat waktu yang harus 
dibutuhkan. Dan untuk mengetahui tanggapan 
responden tetang ketepatan waktu dapat dilihat pada 
table berikut dibawah ini : 
Table 6 Keadaan Responden Ditinjau dari Dimensi 
Ketepatan Waktu 

















 Jumlah  48 100 
Sumber Data : Data Primer, Tahun 2016 
Table 6 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden menginginkan ketepatan waktu pelayanan 
dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 
23 orang (47 %), kemudian responden yang 
menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang (18 %), 
sedangkan responden kurang setuju sebanyak 12 
orang (25 %), dan responden yang menjawab tidak 
setuju sebanyak 4 orang (10 %).  Hal ini 
mengindikasi bahwa pemahaman responden tentang 
ketepatan waktu merupakan suatu hal yang 
dibutuhkan dalam kehidupan organisasi yang 
pelayanannya baik, agar tidak menjadi penilaian 
yang subjektif terhadap nilai pelayanan dari 
oerganisasi tersebut. 
1.2. Kemudahan dan Keterjangkauan 
Pembahasan mengenai kemudahan dan 
keterjangkauan yang dimaksudkan disini adalah 
lebih dititikberatkan kepada system dan biaya yang 
ada dimana rentan birokrasi yang tidak berbelit – 
belit mengakibatkan waktu yang lama sehingga 
terjadi biaya yang tinggi. Dengan demikian sangat 
memberatkan masyarakat dan akan mengakibatkan 
buruknya pelayanan yang ada pada kantor distri . 
Untuk mengetahui kemudahan dan keterjangkauan 
tersebut dapat dilihat pada table tersebut di bawah 
ini: 
Table 7 Keadaan Responden Ditinjau dari 
Kemudahan dan Keterjangkauan 

















Jumlah 48 100 
Sumber Data : Data Primer, Tahun 2016 
Data table 7 menunjukkan bahwa sebagaian 
besar responden dalam pernyataan tentang 
kemudahan dan keterjangkauan pada kategori 
setuju, hal tersebut terlihat dengan besarnya 
presentase jawaban responden yaitu sebesar  (54 
%), atau sebanyak 26 responden, bahkan 
ditambahkan lagi dengan jawaban dari responden 
yang menyatakan kurang setuju yaitu sebanyak 11 
orang responden (24 %), sedangkan responden yang 
menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang 
responden (16 %), kemudian responden yang 
menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang 
responden (6 %). Dengan demikian pada deminsi    
kemudahan dan keterjangkauan dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar responden setujuagar 
pelayanan harus mudah dan dapat dijangkau 
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sehingga tidak mempersulit berbagai urusan yang 
dilakukan oleh masyarakat sebagai kebutuhan akan 
pelayanan tersebut. 
1.3. Keterbukaan  
 Pembahasan mengenai  keterbukaan yang 
dimaksudkan di sini adalah suatu keadaan yang 
dimiliki oleh aparat yang melakukan pelayanan 
dimana sifat kejujuran harus dikedepankan sebagai 
wujud keberhasilan dari organisasi ynag disebut 
sebagai penyedia pelayanan, agar masyarakat 
menaruh kepercayaan kepada aparat yang ada di 
distrik.Dan untuk mengetahui tentang keterbukaan 
tersebut dapat dilihat pada table berikut dibawah 
ini:  
Table 8 Keadaan Responden Ditinjau dari Segi 
Ketepatan 

















 Jumlah 48 100 
Sumber Data: Data Primer, Tahun 2016 
Data table 8 tersebut di atas menunjukkan 
bahwa sebagian responden dalam pernyataannya 
tentang keterbukaan hanya pada kategori setuju hal 
tersebut terlihat dengan besarnya presentase 
jawaban dimana responden yang menyatakan setuju 
sebanyak 22 orang responden (45 %), kemudian 
responden yang menjawab sagat setuju sebanyak 8 
orang responden (17 %), serta responden yang 
menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang 
responden (25 %), dan responden ynag menjawab 
tidak setuju sebanyak 6 orang responden (13 %). 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa responden sangat mengharapkan adnya 
keterbukaan dalam pelayanan yang dilakukan agar 
tidak menjadi keraguan bagi masyarakat agar nilai 
kepercayaan masyarakat dalam kebutuhan akan 
pelayanan di Kantor Distrik Jayapura Selatan 
semakin besar kepercayaan, yang akan bermuara 
pada pencapeyan tujuan organisasi public tersebut. 
1.4. Tingkat Kepuasan  
Tingkat kepuasan adalah merupakan hal atau 
sifat dari pribadi setiap masyarakat atau manusia 
yang merasakan tercainya harapan atas sesuatu 
yang diperolah atas usaha dan kerjanya. 
Pembahasan tentang kepuasan yang dimaksudkan 
di sini adalah tentang pelayanan yang dilakukan di 
Kantor Distrik Jayapura Selatan dimana masyarakat 
merasa benar-benar pelayanan tersebut menyentuh 
kebutuhan yang diharapkan oleh masyrakat 
tersebut. 
Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan 
responden terhadap kepuasan dapat dilihat datanya 
seperti tersebut pada table berikut di bawah ini : 
Table 9 Keadaan Responden Ditinjau dari Dimensi 
Tingkat Kepuasan 

















Jumlah 48 100 
Sumber Data : Data Primer, Tahun 2016 
Pada table 9 tersebut diatas menggambarkan 
bahwa sebagian besar responden mempunyai 
jawaban setuju dimana sebanyak 22 orang 
responden (45 %), dan responden yang menjawab 
sangat setuju sebanyak 9 orang responden (18 %), 
kemudian responden ynag menjawab kurang setuju 
sebanyak 12 orang responden (25 %), serta 
responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 
orang responden (12 %). 
Dengan demikian mengindikasikan bawha 
sebagian besar responden mempunyai akses untuk 
mengharapakan pelayaan harus baik demi tingkat 
kepuasan masyarakat itu bias terwujud sesuai 
dengan harapan masyarakat yang nota bene 
penerima pelayanan tersebut. 
 
Table 10 Komulasi Presentase Jawaban Responden 
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Sumber Data : Hasil Analisa Data Primer, Tahun 2016 
 
Data pada komulasi dimensi variable pelayanan masyarakat tersebut menunjukan bahwa secara 
keseluruhan tentang pelayanan masyarakat dalam kategori setuju susai dengan pelayanan masyarakat, 
dimanan dari tabel  komulasi dari  dari keempat dimensi pada variable pelayanan masyarakat tersebut 
menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang responden (45 %) meyatakan setuju ketepatan waktu pelayanan 
ditingkatkan, dan sebanyak 8 orang responden (17 %) mengatakan sangat setuju, sedangkan responden yang 
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menyatakan kurang setuju sebanyak 14 orang responden (30 %), dan responden yang menyatakan tidak 
setuju sebanyak 4 orang responden (8 %).  
2. Analisa Data 
a. Analisa Hubungan Antar Variabel  
Hubungan antara variabl bebas (X) “Penataan Administrasi Pemerintahan dengan variabl terikat (Y) 
“Pelayanan Masyarakat, akan diuji dengan menggunakan rumus statistic korelasi product moment. 
Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabl pokok dalam penelitian ini, maka nilai – nilai yang terdapat 
dalam tabel kerja diatas dimasukan dalam rumus Korelasi Product Moment, sebagai berikut :
 
                N ( ∑ XY ) – ( ∑ X ) ( ∑ Y ) 
rXY   =  
               √[ ( N (∑ X2 ) – (∑X) 2 ] [ ( N ( ∑Y2) – ( ∑ Y)2 ] 
 
                 48 (3634) – (398) (381) 
             =   
                     √ (48 (3822) – (398)2 (48 (3483) – (381)2 
  
                                  152628 - 151638 
                     = 
                  √ ( 160524 – 158404).(146286– 145161) 
                                     990 
         = 
                      √    (2120 ) . (1125 ) 
 
                       990 
          = 
                       √         2385000 
                           990 
                 = 
                         1.544.344 
                  =     0,79 
 
Dengan menggunakan teknik analisa korelasi 
product moment ini, dapat diketahui bahwa ada 
hubungan yang terjadi antara variable pengaruh 
dalam hal ini penataan administrasi pemerintahan 
dengan variable terpengaruh pelayanan masyarakat 
dengan nilai korelasi (r ) = 0,79   
         Korelasi yang tinggi ini menunjukan 
bahwa penataan administrasi pemerintahan 
mempunyai hubungan yang sangat menetukan 
terhadap pelayanan kepada masyarakat, artinya 
bahwa setiap terjadinya perubahan baik berupa 
peningkatan ataupun penurunan sebesar r = 0,79 
pada penataan administrasi pemerintahan distrik, 
maka akan terjadi pula  perubahan peningkatan atau 
penurunan sebesar 0,79 terhadap pelayanan 
masyarakat pabila variable lain dianggap konstan, 
tingkat signifikannya dengan tabel nilai “ r “ 
product moment, yaitu nilai sebesar 0,304. Dengan 
demikian nilai “ r “ hitung lebih besar daripada nilai 
( “ r “ tabel ) ( 0,79 > 0,304). Hal ini menunjukan 
bahwa pengaruh penataan administrasi 
pemerintahan mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap pelayanan masyarakat. 
 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
semakin baiknya penataan administrasi 
pemerintahan yang dilakukan, maka akan semakin 
meningkat pula pelayanan kepada masyarakat di 
kantor Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. 
Selanjutnya untuk mengetahui kesetaraan hubungan 
atas signifikan antara penataan administrasi 
pemerintahan dengan pelayanan masyarakat, maka 
perlu diuji t. Selanjutnya untuk mengetahui 
signifikan atau tidaknya hubungan tersebut, maka 
dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t – ( t 
– test )dengan rumus sebagai berikut :
 
                     R  √n  - 2 
 t- test      = 
                     √ 1  - r2 
 
                       0,79   √ 42   - 2 
 t- test       = 
                       √ 1  - ( 0,79 )2 
 
                         0,79  √ 40  - 2 
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                   =                        
                          √ 1 – 0,624 
 
                           0,79 (6,324)  
                    = 
                            √ 0,376 
 
                           4.995  
                     = 
                           0,613 
 
                      =  8.148 
 
 Dari hasil perhitungan r – test tersebut dapat 
diketahui bahwa besarnya t – test adalah sebesar 
8,148. Kemudian nilai t – test ini di konsultasikan 
dengan nilai tabel t pada daftar signifikansi (tingkat 
kepercayaan)  95 % dengan asumsi bahwa t – test 
harus lebih besar dari nilai tabel t. dan ternyata hai 
konsultasi menunjukan bahwa nilai t test lebih besar 
dari nilai tabel t (8.148 > 1,67).  
Dengan demikin dapatlah dikatakan bahwa 
variable penelitian administrasi pemerintahan dan 
variabel  pelayanan masyarakat mempunyai 
hubungan yang cukup tinggi =   0,79 dan signifikan 
pada taraf siknifikansi (Tingkat kepercayaan 95 %). 
Dari hasil perhitungan korelasi product 
moment, maka dapat dikatakan bawah besarnya 
kofisien korelasi antara variabel bebas (X) dan 
variabel terikat (Y) dalam penelitian ini, yakni 
sebesar r  = 0,79 dan berada pada posisi yang cukup 
tinggi. Hal ini menunjukan bahwa apabila terjadi 
perubahan peningkatan atau penurunan sebesar 0,79 
pada variabel X (Penataan administrasi 
pemerintahan) maka akan terjadi pula perubahan 
peningkatan atau penurunan sebesar 0,79 pada 
variabel Y (Pelayanan masyarakat) 
 Data tersebut diatas menunjukan bahwa, dari 
hasil analisa data menunjukan ada hubungan yang 
signifikan  antara penataan administrasi 
pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat pada 
kantor Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. 
Selanjutnya untuk mengetahui signifikan antara 
penataan administrasi pemerintahan dengan 
pelayanan masyarakat, maka diuji siknifikannya 
dengan nilai “ r “ hitung lebih besar dari nilai “ r “ 
tabel (0,79 > 0.304). 
Dengan demikian hipotesisi yang menyatakan 
ada hubungan yang signifikan antara penataan 
administrasi pemerintahan dengan pelayanan 
masyarakat pada kantor Distrik Jayapura Selatan 
Kota Jayapura diteri daya keberlakuanaya.  
IX.  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  
Bentuk nyata dari adanya penataan adminitrasi 
pemerintahan adalah terjadinya suatu perubahan 
tentang pelayanan masyarakat dalam bentuk 
perenanaan kegiatan, sumber daya apartur sesuai 
dengan ketepatan waktu dan tingkat kepuasan. Hail 
tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan yang 
dilakukan dan juga dalam rangka pemanfaatan 
sarana dan prasarana yang ada khususnya dalam 
ketepatan waktu dan tingkat kepuasan. Analisa data 
yang dimaksudkan di sini adalah pembahasan hasil 
penilitian yang meliputi : 
a. PenataanAdministrasiPemerintahan 
Data perhitungan regresi korelasi antara 
variabel perencanaan kegiatan (X) dengan pelayanan 
masyarakat (Y) sebagai hasil perhitungan 
memperlihatkan bahwa variabel penataan 
administrasi pemerintahan kea rah parsial 
berpengaruh dan signifikan terhadap pelayanan 
masyarakat yang ditujukan oleh perbedaan besaran 
dari uji t hitung lebih besar dibandingkan dengan t 
tabel untuk tingkat kepercayaan 5 % yaitu nilai 
hitung sebesar 0.675 dan nilai t tabel sebesar 0.291 
berarti t hitung > t tabel, dan mempunyai atau 
memberikan pengaruh sebesar 1.0 % dengan tingkat 
signifikan 0.503 berpengaruh tetapi tidak signifikan. 
Hasil ini disebabkan karena adanya suasana kerja 
yang belum begitu teratur secara baik, dan system 
yang ada masih bersifat temporer dimana setiap 
pergantian terjadi perubahan yang tidak berpatokan 
kepada system yang telah diterapkan sebelumnnya, 
mengakibatkan perubahan baik waktu dan biaya 
yang mengakibatkan penataan administrasi 
pemerintahan mulai dari perencanaan kegiatan, 
pelaksanaan dan sumber daya aparatur. Analisa 
tersebut dudukung dengan adanya hasil analisa data 
yang diperoleh dari 48 responden menunjukan 
bahwa sebanyak 47 % resonden menunjukkan bahwa 
sebanyak 47 responden menyatakan setuju dan 17 % 
menyatakan sangat setuju dalam penataan 
administrasi pemerintahan, sedangkan 22 % yang 
menyatakan setuju dan 14 % menyatakan tidak 
setuju.    Dari keempat dimensi yang ada pada 
variabel penataan administrasi pemerintahan ini 
setelah dianalisa mengenai skor nilai rata-rata 
jawaban responden tentang perencanaan terhadap 
penataan administrasi pemerintahan dari masing-
masing dimensi ynag ada, diketahui bahwa 
perencanaan yang sangat dominan dari keempat 
dimensi yang ada dalam dimensi sumber daya 
aparatur dengan nilai rata-rata skor jawaban dari 
masing-masing responden sebesar 2,83 yang berarti 
bahwa dari keempat dimensi yang ada pada variabel 
penataan administrasi pemerintahan ini, responden 
mempunyai tanggapan nsetuju agar penataan 
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administrasi pemerintaan harus baik agar 
perencanaankegiatan bias berjalan dengan baik. 
Dengan demikian, maka persamaan regresi antara 
penataan administrasi pemerintahan dengan 
pelayanan masyarakat berdasarkan pembahasan hasil 
analisa data dapat ditunjukan adalah sebagai berikut : 
40,73 : 37,15.  Ini berarti ada pengaruh perubahan 
yang terjadi antara penataan administrasi 
pemerintahan dengan berubah – ubah sesuai dengan 
tingkat perkembangan yang ada, hal tersebut terjadi 
karena dalam penataan administrasi pemerintahan 
terjadi proses peralihan kewenangan dari pemerintah 
tingkat atas untuk perencanaan, melaksanakan dan 
mengendalikan semua kegiatan seraya mandiri, 
sehingga masyarakat mendapat pelayanan secara 
baik, dan sejalan dengan itu bahwa pelaksanaan 
penaan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan 
di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang 
disebut pelayanan priman dimana ada upaya agar 
pelayanan tersebut harus benar-benar terarah dan 
terukur. 
b. Pelayanan Masyarakat 
Data perhitungan  uji regresi korelasi antar penataan 
administrasi pemerintahan (X) dengan variabel 
pelayanan masyarakat (Y) sebagaimana hasil 
perhitungan dinatas memperhitungkan bahwa 
variabel penataan administrasi pemerintahan (X) 
secara simultan berpengaruh terhadap pelayanan 
masyarakat secara signifikan, yang ditunjukan dari 
hasil uji F, menunjukan bahwa F hitung sama besar 
dibandingkan dengan F tabel untuk tingkat 
kepercayaan 5 % yaitu nilai F hitung besar nilai tabel 
sebesar 3.420 berarti F hitung > F tabel dan 
mempunyai korelasi atau memberikan pengaruh 
sebesar 13,2 % dengan tingkat signifikan yang sama, 
sebesar 0,041 berpengaruh dan signifikan. 
Hal tersebut terjadi karena dari empat dimensi ynag 
ada pada variabel pelayanan masyarakat ini, tiga 
diantaranya jawaban responden menunjukkan pada 
kategori baik dan secara komulatif dari keempat 
dimensi ynag ada menujukkan bahwa sebanyak 22 
responden (45 %) menyatakan pelayanan masyarakat 
mengalami ketepatan waktu sebanyak 8 responden 
(17 %) menyatakan sangat setuju sedangkan 14 
responden (30 %) menyatakan kurang setuju dan 
sebanyak 4 responden  (10 %) menyatakan kurang 
setuju. KESIMPULAN  
Dari hasil pembahasan dan analisa data 
tersebut, maka dapatlah diketengahkan kesimpulan 
adalah sebagai berikut : 
1. Penataan adminstrasi pemerintahan di Kota 
Jayapura Selatan Kota Jayapura dapat dikatakan 
belum maksaimal. Hal ini disebabkan oleh factor 
disiplin pegawai, factor pendidikan pegawai, 
factor sarana dan prasarana, serta faktor sistem 
yang sangat menghambat jalanya penataan 
administrasi pemerintahan di Kantor Distrik 
Jayapura Selatan Kota Jayapura, serta lemahnya 
tingkat pengawasan dari pimpinan terhadap 
bawahan yang melaksanakan tugas setiap waktu 
pada jam kerja. 
2. Pelayanan masyarakat di Distrik Jayapura Selatan 
Kota Jayapura masih jau dari harapan masyarakat, 
dimana masih terdapat banyaknya keluhan dari 
masyarakat yang setiap saat membutuhkan 
pelayanan tersebut dimana harapan masyarakat 
agar pelayanan bersifat cepat, tepat dan murah ini 
belum bias terwujud secara baik.  
3. Bila dilihat secara cermat, penataan administrasi 
pemerintahan belum berjalan baik dimana 
perencanaan sumber daya aparatur dan aturan 
memiliki singkronisasi secara baik maka akan 
membawa dampak positif terhadap pelayanan 
masyarakat.  
X. SARAN  
Berdasarkan hasil analisa data dan kesimpulan 
yang ada, maka dapat didasarkan atas beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam upaya untuk memaksimalnya tingkat 
pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan 
suatu system penataan administrasi pemerintahan 
yang baik dan terintegrasi guna menjawab akan 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
2. Ada peningkatan kapasitas sumber daya apartur 
guna memperlancar pelaksanaan tugas. Oleh 
sebab itu adanya pendidikan dan latihan bagi 
pegawai di Distrik Jayapura Selatan Kota 
Jayapura 
3. Dibutuhkan peran pimpinan dalam memberikan 
motivasi dan pengawasan kepada pegawai 
sehingga akan bermuarah pada peninkatan 
kenerja. 
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